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JAKARTA, TRIBUN - Se- Jakarta,
jumlah pegiat antikorupsi (28/2). \
bereaksi keras. Penyebab- “Kami pun sudah
nya, pernyataan Kepala mengeluarkan STR
Bareskrim Polri Komjen Pol (surat telegram raha-
Ari Dono Sukmanto terkait sia, red) jajaran. Kalau
pejabat yang terindikasi ko- masih penyelidikan, ke-
rupsi bisa lolos dari jeratan mudian si tersangka me-
hukum asal mengembalikan ngembalikan uangnya, kita
uang hasil korupsi. - lihat persoalan ini mungkin
Pernyataan itu disam- tidak akan kita lanjutkan
paikan Kabareskrim dalam kepada penyidikan,” kata
sambutan pada acara pe- Ari Pono, saat memberikan
nandatanganan nota kese- sambutan dalam acara ini.
pahaman (memorandum of Anggota Divisi Hukum
understanding/MoU). pena-  dan -Monitoring Peradilan
nganan aduan korupsi di Indonesia Corruption Watch
daerah melibatkan Kemen- (ICW) Lalola Easter menga-
terian Dalam Negeri, Ke- takan, ketentuan tersebut
jaksaan Agung, dan Aparat tidak diatur dalam perjanji-
Pengawas Intern Pemerintah ; ‘
(APIP) di Grand Sahid Jaya, W Bersambung ke hal. 7

pida
penge

kerugia

Lalola Ea

Anggota Divisi
Monitoring Pera
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an. “Kabareskrim harus kla-
rifikasi soal pernyataannya,
materi soal pengembalian
kerugian negara menghapus
pidana tidak ada dalam per-
janjian,” ujar Lalola saat di-
hubungi, Jumat (2/3).

Menurut Lalola, pernya-
taan Ari keliru jika suatu
korupsi bisa dihentikan per-
karanya jika oknum peja-
bat daerah mengembalikan
uang yang dikorupsi.

Pasal 7 ayat 5 Perjanjian
Kerja Sama Antara Kemen-
terian Dalam Negeri dengan
Kejaksaan dan Polri menye-
butkan, suatu dugaan tin-
dak pidana korupsi dapat
hilang atau hanya dikatego-
rikan kesalahan administra-
si jika tidak terdapat kerugi-
an negara/daerah.

Kemudian, pelanggaran
pejabat daerah dikategori-
kan kesalahan administrasi
apabila terdapat kerugian
negara dan telah diproses
melalui tuntutan ganti rugi
sesuai pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lalola ‘menilai, pasal ter-
sebut tidak bisa digunakan
untuk menghentikan suatu
perkara tindak pidana ko-
rupsi. Sebab, tuntutan ganti
rugi masuk dalam ranah ad-
ministrasi dan bukan ranah
pidana. Dengan demikian,
pengembalian kerugian ne-
gara tidak menghentikan
‘perkara tindak pidana ko-
rupsi.

“Pernyataan Kabareskrim
itu keliru, karena enggak
ada klausul soal pengha-
pusan pidana kalau ada pe-
ngembalian kerugian nega-
ra,” kata Lalola.

Peneliti Pusat Studi Hu-
kum dan Kebijakan Indo-
nesia (PSHK) Miko Ginting

juga tak sepakat dengan .

pernyataan Kabareskrim
yang menyebut pejabat yang
terindikasi korupsi bisa lo-

Desak Klarifikasi Kabareskrim

los dari jeratan hukum asal

- mengembalikan uang yang

dikorupsi.

Ia mengatakan, unsur dari
perbuatan korupsi bukan
pada kerugian negara. Unsur
korupsi terpenuhi jika ada
perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain secara
melawan hukum. “Ada atau
tidak ada pengembalian ke-
rugian negara, sepanjang ada
perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, maka de-

lik itu terpenuhi,” ujar Miko -
kepada Kompas.com, Jumat.

2/3).

Hal tersebut diatur da-

lam Pasal 4 Undang-undang
Tindak Pidana Korupsi yang
menyebutkan bahwa pe-
ngembalian kerugian ne-
gara tidak menghilangkan
pertanggungjawaban pelaku
tindak pidana korupsi.

Miko mengatakan, semes-
tinya nota kesepahaman
antara Kementerian Dalam
Negeri, Polri, dan Kejaksaan
Agung diselaraskan dengan
undang-undang yang ada
agar tidak bertentangan.
“Terlebih nota kesepahamtan
bukan merupakan dasar hu-
kum yang dapat dirujuk se-
cara legitimate,” kata Miko.

- Pernyataan Pribadi

Miko, menambahkan, da-
lam MoU itu, ketiga pihak
menyasar pelanggaran ad-
ministrasi. Namun, dalam
praktiknya, akan sulit mem-
bedakan mana pelanggaran
administrasi dan mana pe-
langgaran pidana. Termasuk
pelanggaran administrasi
yang berkaitan erat dengan
pelanggaran pidana. Oleh
karena itu, kata Miko, in-
dikatornya sebaiknya pada
bukti permulaan yang cukup
untuk ditingkatkan menjadi
penyidikan atau tidak. “De-
ngan kata lain, prosedurnya
dikembalikan pada peradil-

an pidana,” kata dia.

Kepala Divisi Humas Polri
Irjen Setyo Wasisto menga-
takan, dirinya telah memin-
ta klarifikasi kepada Kepala
Bareskrim Polri Komjen Pol
Ari Dono Sukmanto me-
ngenai pernyataannya soal
nota kesepahaman dengan
Kementeriam Dalam Negeri.
Ari sebelumnya menyebut,
pejabat yang terindikasi ko-
rupsi bisa lolos dari jeratan
hukum asal mengembalikan
uang hasil korupsi.

“Jadi itu adalah pernyata-
an pribadi dari beliau yang
memang perlu dikaji lebih
dalam,” ujar Setyo di kom-
pleks Mabes Polri, Jakarta,
Jumat (2/3). ;

Setyo mengatakan, Ari me-
nilai bahwa jika Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) me-
nentukan tidak ada kerugian
negara dalam suatu laporan,
maka tidak perlu lagi dipro-
ses hukum. Hal ini untuk
menghemat biaya penyidikan
hingga penuntutan yang jum-
lahnya lumayan besar.

“Indeksnya per kasus ko-
rupsi itu sekitar Rp 200 juta.
Misalnya, kalau korupsinya
hanya Rp 100 juta, tetapi
biaya penyidikannya Rp 200
juta, malah negara rugi. Pa-
dahal, uang negara yang Rp
100 juta sudah dikembali-
kan,” kata Setyo.

Setyo mengatakan, per-
nyataan Kabareskrim terse-
but perlu dikaji lagi secara
mendalam. Ari, kata Sefyo,
menilai akan lebih baik jika
pelaku dikenakan hukuman
tambahan seperti sanksi so-
sial. Meski begitu, saat ini be-
lum ada payung hukum yang
mengatur soal penghapusan

pidana jika adanya perigem-

balian uang tersebut.
“Sekarang peraturannya
masih perlu dikaji lebih
mendalam tentang pera-
turan-peraturan yang ada.

Sambungan Hal.1

____Kalau yang peraturan seka-

rang, semua ini harus dite-
gakkan. Korupsi sedikit aja
sudah diproses,” kata Setyo.

Sebelumnya, Kementerian
Dalam Negeri bersama de-
ngan Kejaksaan Agung, Polri
dan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) sebelum-
nya menandatangani kese-
pakatan bersama dalam pe-
nanganan aduan korupsi di
daerah. Dalam kesempatan
itu, Kabareskrim mengung-,
kapkan, oknum pejabat pe-
merintahan daerah yang ter-
indikasi melakukan korupsi
bisa dihentikan perkaranya
jika mengembalikan uang
yang dikorupsinya.

Namun demikian, peng-
hentian perkara dilakukan
sesuai dengan mekanisme
yang telah disepakati. Polri
atau Kejaksaan Agung ter-
lebih dahulu berkoordinasi
dengan APIP untuk mela-
kukan penelitian di internal
pemerintahan daerah yang
terindikasi korupsi.

Jika APIP hanya mene-
mukan indikasi pelanggar-
an administrasi maka akan .
ditangani di internal kelem-
bagaan. Sebaliknya, apabila
ditemukan unsur tindak pi-
dana, maka aparat hukum
menindaklanjutinya.

“Kalau memang itu pe-:
langgaran administrasi,
akan ditindaklanjuti oleh
APIP. Kalau memang tindak
pidana, APIP akan menye-
rahkan ke APH, apakah itu
nanti Kejaksaan atau Kepoli-
sian,” ujar Kabareskrim.

Namun demikian, kata dia,
oknum pejabat daerah yang
terindikasi melakukan tindak
pidana korupsi dan berniat
mengembalikan uang negara
yang dikorupsi, maka Polri
atau Kejagung bisa mem-
pertimbangkan penghentian
perkara yang bersangkutan.
(kompas.com/dtc)
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